
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK OPTOMETRIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 

Refraksionis Optisien dan Optometris sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan kebijakan tenaga 

Kesehatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Kesehatan serta Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Penyelenggaraan Praktik 

Optometris. 

 

Mengingat : ( Ditambahkan dari PP dan Biro Hukum Kemenkes ) 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK OPTOMETRIS. 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan 

optometri/refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, 

kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 

3. Optikal adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.  

4. Surat Tanda Registrasi Optometris yang selanjutnya disebut STRO adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Optometris yang telah 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

5. Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disebut SIPOadalah bukti 

tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik Optometris pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau praktik Optometris mandiri. 

6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam 

menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan 

standar prosedur operasional 

7. Resep adalah hasil pemeriksaan refraksi berupa ukuran lensa kacamata 

koreksidan lensa kontak yang dibuat oleh Optometris dan Dokter. 

8. Surat rujukan adalah penyerahan kewenangan yang ditujukan kepada Dokter 

Spesialis Mata terhadap kasus-kasus penyakit mata di luar kewenangan 

Optometris. 

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Kesehatan. 

10. Konsil tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah 

lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga Kesehatan yang 

memberikan pelayanan Kesehatan. 

11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Profesi Optometris Indonesia. 

 

 

 



Pasal 2 

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Tindakan yang harus dilaksanakan oleh Optometris dalam menyelenggarakan 

praktiknya. 

 

BAB II 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Kualifikasi Optometris 

Pasal 3 

Berdasarkan pendidikannya Optometris dikualifikasikan sebagai berikut : 

a. Optometris lulusan pendidikan Diploma Tiga Optometris/Refraksi Optisi; 

b. Optometris lulusan pendidikan Diploma Empat atau Sarjana Terapan 

Optometri; 

c. Optometris lulusan pendidikan Profesi Optometris. 

 

Bagian Kedua 

Sertifikat Kompetensi dan STRO 

Pasal 4 

(1) Optometris untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRO. 

(2) Untuk dapat memperoleh STRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Optometris harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) STRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KTKI dengan 

masa berlaku selama 5 (lima) tahun. 

(4) STRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

STRO yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi 

persyaratan. 

 



Bagian Ketiga 

SIPO 

Pasal 6 

(1) Optometris yang melaksanakan praktik mandiri maupun di Fasilitas 

pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPO. 

(2) SIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Optometris 

yang telah memiliki STRO. 

(3) SIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota. 

(4) SIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat 

praktik. 

 

Pasal 7 

(1) Untuk memperoleh SIPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Optometris 

harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota 

dengan melampirkan : 

a. fotokopi STRO yang masih berlaku; 

b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik; 

c. surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri atau di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 

d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar 

berlatarbelakang merah; 

e. rekomendasi dari kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota atau pejabat 

yang ditunjuk; dan 

f. rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

(2) Contoh surat permohonan memperoleh SIPO sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam formular I terlampir yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan menteri ini. 

(3) Contoh SIPO sebagaimana tercantum dalam formular II terlampir yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8 

(1) Optometris warga negara asing dapat mengajukan permohonan 

memperoleh SIPO setelah : 

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 



b. melakukan adaptasi pendidikan, evaluasi dan memiliki surat izin kerja 

dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. 

(2) Optometris Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan 

permohonan memperoleh SIPO setelah : 

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 

b. melakukan adaptasi Pendidikan dan evaluasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

(1) SIPO berlaku sepanjang STRO masih berlaku dan dapat diperpanjang 

Kembali selama memenuhi persyaratan. 

(2) Optometris yang akan memperbaharui SIPO harus mengikuti ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

 

Pasal 10 

(1) Optometris dapat menjalankan praktik paling banyak di 2 (dua) tempat. 

(2) Permohonan SIPO kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan telah memiliki SIPO pertama. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK OPTOMETRIS 

Pasal 11 

Optometris yang memiliki SIPO dapat melaksanakan praktiknya di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan berupa : 

a. praktik mandiri optometris; 

b. puskesmas; 

c. klinik; 

d. rumah sakit; 

e. optikal; dan 

f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 

 



Pasal 12 

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengijinkan Optometris yang 

tidak memiliki SIPO untuk melaksanakan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tersebut. 

 

Pasal 13 

Optometris dalam melaksanakan praktiknya memiliki kompetensi minimal untuk 

melakukan : 

a. pelayanan refraksi; 

b. pelayanan optisi; dan/atau 

c. pelayanan lensa kontak. 

 

Pasal 14 

Pelayanan refraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi : 

a. persiapan pelayanan refraksi; 

b. pemeriksaan anamnesa dan pendahuluan; 

c. pemeriksaan mata dasar; 

d. pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan 

beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca; 

e. pemeriksaan penglihatan binokuler; 

f. pemeriksaan dan pelatihan ortoptik; 

g. penetapan kelainan mata yang perlu dirujuk; 

h. penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan (vision care); 

i. penetapan ukuran lensa koreksi dan/atau jenis terapi penglihatan yang 

diperlukan untuk mencapai penglihatan binokuler yang tunggal, jelas dan 

nyaman serta memenuhi kebutuhan visual pasien; 

j. penetapan diagnose; 

k. penulisan resep kacamata; 

l. evaluasi pelayanan refraksi; 

m. pencatatan pelayanan refraksi; 

n. memimpin satuan unit kerja refraksi. 

 

 

 



Pasal 15 

(1) Pemeriksaan mata dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kelainan patologis mata. 

(2) Pemeriksaan mata dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, 

meliputi : 

a. pemeriksaan kornea; 

b. pemeriksaan bilik mata depan; 

c. pemeriksaan  iris dan pupil; 

d. pemeriksaan lensa mata; 

e. pemeriksaan funduskopi; 

f. pemeriksaan lapang pandang; 

g. pemeriksaan posisi dan Gerakan bola mata; 

h. pemeriksaan tekanan bola mata; 

i. pemeriksaan buta warna. 

(3) Dalam hal pasien teridentifikasi mengalami kelainan patologis mata, 

Optometris wajib merujuk pasien untuk dapat ditangani lebih lanjut oleh 

Dokter Spesialis Mata. 

(4) Format surat rujukan sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 16 

Pelayanan optisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : 

a. penerjemahan resep kacamata dari Dokter maupun hasil pemeriksaan 

sendiri / rekan sejawat Optometris; 

b. merekomendasikan jenis alat penglihatan (eye wear) sesuai kebutuhan 

visual pasien; 

c. pemesanan lensa kacamata; 

d. penilaian kacamata; 

e. pemotongan lensa kacamata; 

f. pemasangan lensa ke bingkai kacamata; 

g. pengecekan kacamata hasil processing; 

h. penyesuaian/penyetelan kacamata standar; 

i. pengepasan kacamata ke wajah klien/pasien; 

j. penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata; 

k. evaluasi pelayanan optisi; 

l. pencatatan pelayanan optisi; dan 

m. memimpin satuan unit kerja optisi. 

 



Pasal 17 

Pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi : 

a. persiapan pelayanan lensa kontak; 

b. pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak; 

c. penentuan jenis lensa kontak; 

d. penilaian fitting lensa kontak; 

e. pemesanan lensa kontak; 

f. bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak; 

g. pemeriksaan lanjutan/kunjungan ulang; 

h. menentukan rujukan; 

i. evaluasi pelayanan lensa kontak; 

j. pencatatan pelayanan lensa kontak; dan 

k. memimpin satuan unit kerja lensa kontak. 

 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pelayanan refraksi, optisi dan 

lensa kontak oleh Optometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, 

Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 mengacu kepada standar Optometris sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 19 

Optometris dalam pelaksanaan praktiknya berwenang menerima dan melayani 

resep kacamata dari Dokter. 

 

Pasal 20 

(1) Dalam melaksanakan praktiknya Optometris wajib melakukan pencatatan. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 

(lima) tahun. 

(3) Format pencatatan sebagaimana tercantum dalam Formulir IV terlampir 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

 



Pasal 21 

(1) Optometris dalam menjalankan praktik secara mandiri memiliki 

kompetensi untuk melakukan pelayanan refraksi, pemeriksaan mata dasar 

dan pelayanan lensa kontak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, Pasal 

15 dan Pasal 17 dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Optometris dalam menjalankan praktik secara mandiri harus memenuhi 

persyaratan meliputi : 

a. tempat praktik; 

b. ruangan praktik; 

c. peralatan untuk pelayanan refraksi, pemeriksaan mata dasar dan 

pelayanan lensa kontak, serta peralatan penunjang; dan 

d. papan nama praktik mandiri yang mencantumkan nama, nomor SIPO 

dan jam praktik Optometris. 

(3) Pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan pada praktik mandiri Optometris yang memenuhi persyaratan 

peralatan pelayanan lensa kontak. 

(4) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan praktiknya, Optometris mempunyai hak : 

a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktiknya sesuai 

dengan standar Optometris; 

b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau 

keluarganya; 

c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; 

d. menerima imbalan jasa profesi; 

e. melakukan Kerjasama profesional secara mandiri dengan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan lain; dan 

f. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan 

dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan praktiknya, Optometris mempunyai kewajiban : 

a. menghormati hak pasien/klien; 



b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani; 

c. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. memberikan informasi tentang masalah Kesehatan pasien/klien dan 

pelayanan yang dibutuhkan; 

e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 

f. membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat 

Kesehatan masyarakat; dan 

g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur 

operasional Optometris. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 24 

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. 

KTKI dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan praktik Optometris. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Optometris. 

 

Pasal 25 

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Optometris yang 

praktik dan berhenti praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap 

triwulan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada 

Organisasi Profesi. 

(2) Kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Optometris yang 

praktik di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan 

provinsi. 

 

Pasal 26 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23, Menteri, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada 



Optometris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

penyelenggaraan praktik Optometris dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. teguran lisan; 

b. tegutan tertulis; dan 

c. pencabutan SIPO. 

 

Pasal 27 

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan 

kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRO kepada KTKI 

terhadap Optometris yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPO. 

(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan 

kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis 

sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan  kepada 

pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan praktik 

Optometris yang tidak memiliki SIPO. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

Istilah Refraksionis Optisien yang dipergunakan sebelum Peraturan Menteri ini 

ditetapkan dibaca dan dimaknai sebagai Optometris. 

 

Pasal 29 

(1) Optometris yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah 

memiliki SIKRO/SIKO berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 

tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan 

Optometris dinyatakan telah memiliki SIPO berdasarkan Peraturan Menteri 

ini sampai dengan masa berlakunya berakhir. 

(2) Optometris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaharui 

SIPO berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila masa berlaku STRO yang 

bersangkutan telah habis jangka waktunya. 

 



Pasal 30 

Standar Optometris yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan 

yang baru oleh Organisasi Profesi. 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien 

dan Optometris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 32 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

         Ditetapkan di Jakarta 

         Pada tanggal 

         MENTERI KESEHATAN 

         REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V 

Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor : 

Tanggal : 

 

PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PRAKTIK MANDIRI OPTOMETRIS 

A. SARANA 

(1) Tempat untuk praktik mandiri Optometris terdiri dari : 

a. ruang tunggu; 

b. ruang pemeriksaan dan konsultasi, minimal 2m x 3m; 

c. ruang pelayanan lensa kotak, minimal 1m x 2m. 

(2) Papan Nama 

a. Optometris yang menjalankan praktik mandiri wajib memasang 

papan nama praktik Optometris yang memuat nama, nomor SIPO 

dan jam praktik Optometris.  

b. Ukuran papan nama 50cm x 70cm dengan warna dasar putih dan 

tulisan hitam. 

 

B. PRASARANA 

(1) Penerangan ruang pemeriksaan 

a. Penyinaran luar : 480 – 600 lux 

b. Penyinaran dalam : 120 cd/m2 

c. Kontras : >84% 

(2) Meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lensmeter 

(3) Kursi untuk pasien dan pemeriksa 

(4) Kursi tunggu pasien 

(5) Kartu kerja/rekam medis/kartu status refraksi 

(6) Bak pencuci tangan, haduk/tissue 

 

C. PERALATAN 

(1) Peralatan pelayana refraksi meliputi : 

a. Kartu Snellen/optotip yang dilengkapi dengan astigmat dials; 

b. Kartu baca; 

c. Trial lens set dan trial frame; 

d. Red green test; 

e. Worth four dot test; 

f. Penggaris PD; 

g. Kaca pembesar/loupe; 

h. Pen light/lampu senter; 



i. Buku tes buta warna; 

j. Lensmeter; 

k. Streak retinoscope; 

l. Silinder silang/cross cylinder. 

(2) Peralatan pelayanan lensa kontak meliputi : 

a. Keratometer; 

b. Lensa kontak lunak uji coba; 

c. Mangkok pencuci lensa kontak; 

d. Cermin cembung dan datar; 

e. Perangkat tes fungsi air mata; 

f. Cairan pembersih lensa kontak; 

g. Cairan tetes lensa kontak; 

h. Lens case/tempat lensa kontak; dan 

i. Lemari untuk menyimpan lensa kontak dan cairan. 


